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PERATT]RAN DAERAH KABT'PATEN BUOL

NOMOR 03 TAHUN 2ITO9

TENTANG
PENGELOLAAIY ZNKAT,INTAQ DAN SIIADAQAH DI I(ABTJPATEN BUOL

DENGAIY RAIIMAT TUHAN YAI\G MAHA ESA

BTJPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas dan efisiensi yang produktif bagi

pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yatrg merupakan pranata ke agamaan

guna meningkatkan kesejatrteraan masyarakat dan menunjukan keadilan sosial

bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu;

b. bahwa upaya penypmpumaan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqatr

perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan

berdaya guna serta dapat dipertanggungiawabkan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peratran Daerah tentang Pengelolaan Z.rtkst,Infaq

dan Shadaqah di Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tatrun 1983 tentang Pajak penghasilan (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun l9g3 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia

tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3274):

2- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran

Negara Republik Inonesia Nomor 3885);

3- Undang-undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubnhan atas undang-undang Nomor

5l Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

,dan 
fabWateu Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

rahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3966);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2t437) sebagaimana telah diubah

beberapa k*li terakht dengan Undang-Undaug Nomor 12 Tahun 200g

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Iudonesia Tahun 200g

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 4M4);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbaugan Keruugan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Neeara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturatr Pemerintah Nomor 27 Tahun l9g3 tetrbng pelaksanasn Kitab
undang-undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indouesia

Nomor 3294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun l98g te[tang Koordinasi Kegiatan

Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor

JJISI:

Dengan Percetujuan Bersaml

DEWAI{ PERWAKILAIY RAKYAT DAERAII KABUPATEN BUOL
dan

BT]PATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERATT TENTANG PENGELOLAATI ZNKAT,INT'Ae
DAI{ SHADAQAH DI KABTJPATEN BUOL,

BAB I
KNTENTUAI\T UMIJM

Pasd I
Dalam Pemturan Daerah ini yang di maksud dengan :

l. Da€rah adalab Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah qrlalah Bupati beseru Perangkat Daeuh sebagai ursur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. KepalaDaerah adalah Bupati Buol.

A

5.

7.

l
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4. De*rn Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur peuyelenggara pemerintahan Daeralr-

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dqn DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengau prinsip ototromi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesahran {epublik lndonesia sebagoimena

dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepata Kantor bepartemen Agama Kabupaten

Buol.

?. Kecamatan adatah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai peraugkat daerah kabupatetr;

9. Kepala Kantor unrsan Agama adalah Kepala Kantor urusan Agama ysng di kecamatan-
kecshatan dalam wilayah Kabupaten Buol;

10. Badan amil zakat, infaq dan shadaqah yang selanjutnya disebut BAZ.adalah salah satu
organisasi pengelolaan zskat, infaq dan shadaqah yatg dibentuk oleh pemerintah Daerah
yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintatr daerah dengan tugas mengumpulkan,
mendisuibusikan dan mendayaguuakaa zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketent@tr
syariat Islam;

11. Unit Pengumpul Zekat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk
oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas unt'k melayani muzzaki yang menyerahkan zaka!
infaq dan shadaqah;

12. Pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah badan yang dimitiki orang muslim dan
berkewaj iban menunaiksn zakat;

13. Zakat adalah zakat Mall dan zakat Fithrah:

14. Akat Mall adalah barta yang wajib disisihkan oleh seorung muslim sau badatr yang dimitiki
oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentua syariat Islam untuk diberikan kepada yang

berhak menerimanya;

15.7Akat Fitrmh adalah sejumlah balran makanan potok atau nilainya yang dikeluarkan pada

bulau Ramadhan oleh seseorang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya
yang memiliki kelebihan makanan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Raya Idul
Fithri;

16. Infaq adalah harta yang dikeluarftan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk
kemaslahatatr umat;

17. shadaqah adalah harta yang diketuarkan ses€orang muslim aau badan yang dilalcanakan
pada waktu orang itu hidup kepada Badar Amil zalst atau Lembaga Amil Zakat;

18: Agama adalah Agama Islam;

19. Muzzaki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh oraug muslim yang

berkewaj iban menunaikan zatat;

20. Munafiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infaq;

21 . MuSaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqefi ;
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22. Mustaliiq adalah orang atau badan yang bertrak meaerima zakat, infaq dan shadaqah;

23. Badan Pelaksara Baz adalah lembage pelaksaru p€ng€lolah zakal infaq dan shadaqah;

24. Dewan Pi:rtimbangan Baz adalah lembaga yang mernberikan pertimbangan kepada Bada"

Pelaksana BAZ;

25. Komisi Pengawas BAz adatah lembaga yang melaksanakan pengawasan tertodap
pelaksanaan tugas administrasi dan tekhnik pengumpulaq pendistribusian dan

zaka! infaq dan sr'daqah serta penelitian dan pengembangan pengeloraan

zakst, infaq dar shadaqah;

26. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh sesorang atau badan yang dilaksanakan pada

waktu orung itu masih hidup kepada BAZ;

27. wasiat adalah pesan unok memberikan suatu barang kepada BAz dimana pesan itu baru
dilaksanskan setelah pemberi wasiat meninggal dunia;

28. warisan adalah harta psninggalan seorang muslim yang meninggal dunia (Trikah) yang

diserahkan kepada BAZ berdasarkan ketentuatr perundrng-undangau yaug berlaku;

29. Kafarat adalah denda wajib yang diberikan kepada BAZ olefr orang yang melanggar
ket€utuan Agama;

30. Barang adalah semua kekayaan seseorang atau badan yang dimiliki atau dikuasai yang

berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak besfia bagian-bagiannya

atauFm yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung, diukut atau ditimbaog
temrasuk hewan ternak dan tumbuh-tumbubatr:

BAB II
MAKSTJDDAI\{ TUJUAI{

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan z*rt ini dimaksudkan untuk memberikan
pelayanan serta pedindungan dan pembinaan kepada para Muzal*i, Mustahiq, dan Badan Amit
Zal<at.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain :

1. Menigkatkan Pelayanan bagi Masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan

Syariat Islam,

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata te agarnaan dalam upaya mewujudkan kesejdteraan

masyuakat dan keadilan sosial

3. Meningkad<an hasit guna dan daya guna zakat.



BAB Itr
ASAS DAI\ SASARAN PENGELOLAAN

Pesal 4

Dalam Pengelolaan zakal Infaq dan Shadaqah berasaskan Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah
Swr, ketertd<aan dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

sasaran dalam pcngclolaan Zakat, Infaq dan shadaqah adalah tcrciptanya sumber dana yang dapat
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan don
kesenjatrgan sosial.

BAB IV
NAMA, OBJEKDAN SI]BIEK

Pasal 6

(1) Dengan Nama Pengelol aan zakat, Infaq dan Shadaqah maka pengelolaan Zakat, Infaq dan
Shadaqah diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan tertradapat
pengumpulan dan pendistribusian sena pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shedaq66

(2) objek Pengelolaan Zakat, Infaq dan sfiadaqah adalah Zaka! Infaq dan shadaqah yang

dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yary berhak meuetimannya sesuai dengan
ketentuan Syariat Islam.

(3) Subjek Pengelolam Takat,Infaq dan Shadaqah n.lalah orang Islam atau Badan milik orang Islam.

BAB V

oRGAI\IISASI pENcELOLAAft ZAKAT, INT,AQ DAN SHADAQAH

Bsgirn Kesatu

Pembentukan Badan Amit Zrkrt @AZ)

Prsal 7

(1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susrman

diusulftan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol;

(2) Badsn Amil Zakat @AZ) Kecamatan dibentuk dengan Keputusan camat yang susunaa

Kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

(3) Untuk memperlancar tugas Badan Amil Zakat, Badan Pelaksana sesuai dengan tingkatnya

mernbentuk WZ pada setiap Kelurahan dan unit-unit kerja lingkup Pemerintaban Daerah

Kabupeten Buol.
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Bagian Kedua

. Susunm dan Trtr Kerjt BAZ

Prsal S

(l) Ba<ran Amil Z*at (BAZ) disemua tingkatan memiliki hubrmgan karja yang bersiftt koordinatit
konsultatif dan informatii

(2) Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) terdhi atas unsur masyaraka! ularnl dan pemerintah yang

memenuhi pemyaratan tertentu

(3) Organisasi Badan Amil Z,akat (BAZ) terdiri dari Badan pelaksana, Dewan pertimbangan, dan

Komisi Pengawas serta badan Pelaksana.

(4) Susunan Kepengurusan Badan Amil zakat @AZ) sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai

berikut :

a- Badan Pelaksana terdiri atas Seoratrg Ketu4 Seoratrg wakil ketu4 seorang sekretads,

seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan dan
seksi pengembargan

b. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang kenra, seorang wakil ketua" seorang sekretaris,

seorang wakil sekretaris dnr sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;

c. Komisi p€ngawas terdiri atas sorang ketua, seorang wakil kenra, seorang sekretaris, seorang

wakil sekrctafis dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;

(5) Pejabat Departemen Agama karena tugasnya dapat diangknt sebagai Sekretaris Badan petaksana

AfrJ]ZAKAI

Pasal 9

(1) BAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah bersama aparat dibawahnya;

(2) Persyaratan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati Buol

BAB VI
TUGAS POKOK BADAIY AMIL ZAKAT (BAZ)

Pasal 10

(1) Baden Pelaksana Badarr Amil zakd Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan tugas adminitratif dan tehnis pengumpulan, pendistibusian dan

pendayagmaanzakat;

b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan

?akotr',

c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangarl komunitasi, infomrasi dan edukasi

pengelolau zakat;

d. Membenok dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah oprasional.

6



1

I

(2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan

kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

(3) Komisi Pengawas Badan emil Zakat Kabupaten bertugas :

a. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana

dalam pengelolaan zak at;

b. Menunjuk akunun untuk melakukan audit peugelolaan keuangan zakat.

Pasal 1l
(1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecanatan bertugas :

a. Menyelenggarakan tugas administatif dan tehnis pengumpulan, pendiseibusian dan

pendayagunaan zakat;

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan

zaY,at;

c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, infonnasi dan edukasi

pengelolaan zakat;

d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah operasional.

(2) Dewan petimbangan badan amil zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada

badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

(3) Komisi pengawas badan arnil zal<at kecamatan bertugas melaksanakan peugawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Pasal 12

Masa Kepengurusan Badan Arnil Zakat pada semua tingkatan paling lanra 3 ( tiga ) tahun

terhitung sejak tanggal pelantilcan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kati masa jabatan

berikutnf.

Pasal 13

(1) Ketua badan pelaksana Badan 1uril Zakut disemua tingkatan bertindak dan bertanggrrng jawab

untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

(2) Untuk lebih meningkatkan pelayauan kepada masyarakat badau pelaksana Badatr Amil Zakat

disemua tingkatan dalam melaksanakan tugamya secara profesional dan full time.

BAB VII
PENGUMPULA|T ZNK.!{I,INTAQ DAI\[ SIIADAQAH

Brgian Keratu

llarta yang di zakati

Pasal 14

(l) Zakatterdiri atas :

a. 7Al<atnaall harta

b. Takatfitrah



Harta yang dikenai zakat adalatr :

a- Hasil pertambangan;

b. Emas, peral<" uang

c. Perdagangandanperusahaan

d. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan

e. Hasil pertemakan

f, Hasil pendapatan dan jas alzakatprofesi

e. Rikaz

(3) Perhitungan Zakat MaaI menurut nisab dan haulnya ( kadar dan trkurannya berdasarkan

ketentuan syariat Islam)

Bagian Kedua

Pengumpul Zskrg Infaq dan Shadaqah

Pasal 15

(l) Zak*" Infaq dan Shadaqah dikumpulkan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari
MuzalCci, Munfiq atau Mushaddiq atas dasar pemberitahuan MuzalCci, Munfiq atau Mushaddiq

@ BAZ dapatbekerja sama deugan Bank dalam peugumputan zak*harta muzakki deugan

persetujuan Bupati.

Pasal 16

BAZ dapxt menerima harta selain 7a1<at" Infaq dan Shadaqah seperti Hibah Wasiat, Warisan dan

Kafarat.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Pembayaran Z.rkfi
Pasal l7

(1) Muzekki dapat melakukan penghittmgan sendiri hartanya dan kewajiban zakatrya berd.asarkan

ketentuan syariat Islarn.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakafirya sebagaimana dimaksud

ayat (1) musakki dapat meminta bantuan pada BAZ, atau BAZ memberikan bantuan kepada

muzalCci untuk menghitung hartanya.

Q) T.akat yang telah dikeluarkan kepada BAz dikuarykar dari laba atau peudapatan sisa kena pajak

dan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-urdangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lingkup Kewenangan Pengumpur Zakat, Infaq dan shedaqrh

Pasal18

Lingkup kewenangan pengumpul Zakat,Infaq dan Shadaqatr oleh BAZ diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

H,



BAB VIN

BESARI\"YA ZNI<AT PENDAPATAIY, INFAQ DAI\[ SHADAQAII

Bagian Kesatu

7,r|rait Pendapatan

Pasal 19

Takatpendapatan dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan/penghasilan seorang muslim, sebelum

dikeluarkan pajak, yang bekerja/berprofesi sebagai :

a- Pegawai Negeri dan Swasu;

b. Pejabat Negara;

c. Pejabat Daerah;

d. Pengusaha/Pedagang;

e. Petani dnn Nelayan;

f. Dokter Praktek;

g. Pengacaradan

h. Profesi Lainnya

Pasal 20

(l) Besarnya zakat pendapatan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 19 adalah 2,syo d*i
penghasilan pertahun bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pejabat daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Q) tsesamya z'akat pendapatan selain yang dimaksud ayat (1) dikeluartan berdasartan ketentuan

syariat islam.

(3) Besarnya z8di<at sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan sebelum dikenaftan

pajalc

Bagirn Kedua

Infaq dan Shadaqah

Passl 21

Selain zakat pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 19, Seorang muslim dapat mengeluarkan

dan atau shadaqah untukkemaslahatan urunat.

Pssal 22

l) Besarnya Infaq bagi setiap muslim sebagaimana dimaksud padapasal 21, akan ditetapkan

dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Bagi umat islam yang akan menunaikan Ibadah Haji dapat dik€nakan Infaq Haji.

Besarnya Infaq Haji sebagimana dimaksud ayat Q) diteapkan dengan Keputusan Bupati atas

usul BAZ melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol.

F(a

$rrr

F
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Q)

BAB D(

PEI\IDAYAGT,NAAIY ZILT(/'JT, INTAQ DAN SN)IIAQAH
Pasal 23

Ilasil peugumpulan Z;.*al-Infaq dan Shadaqatr digurakan rmtqk mwtatriq sesuai dengan

ketentuan syariat Islanr.

Pendayagunaan hasil pengumpulanZal<at,Infaq dan Shadaqah berdasarkan slola prioritas
kebutuhan mustatriq dan kemaslatratan ummat.

Persyaraun dan prosedur pendayaguuaan hasil pengumpulan T*rkf,t Infaq dan Shadaqah

sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan peraturan / Keputusan Bupati.
Khusus Zakat Fitrah penerimaafl, pengelolaan dan pendistribusiannya dihabiskan pada
golongan yang berhak menerima yang berada diwilayah kelurahan dan desa sebagaimana diatur
dalam ketentuan syariat Islam.

(3)

(4)

BAB X

PENGAWASAi\T

Pasal 24

(l) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh qnsur pengawas.

(2) Pimpinan Unsur pengawas dipilih langsung oleh Anggota.

(3) Unsur pengawas berkedudukan ditingkat Kabupaten.

(a) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ unnrk mengawas dapat diminta bantuan akuntan
public.

BAB XI
PERTAIYGGTJNGJAWABAIY DAI\[ PELAPORAN

Pas&l 25

(l) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggungiawab dan melaporkan hasilnya
kepada Bupati.
Badanmil zakat memberikan laporan talnrnan atas pelaksanaan tugasnya kepada DpRD pallng
lambat 3 (tiga) bulan setelah alfiir tahun.

BAB Xtr
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 26

mennnjang pelaksanaan tugas BAZ, biaya operasional dan insentif pengurus dibebankan pada

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol setiap tahtrn

BAB )ilII
KETENTUAI\I PEI\TYIDII(AI\I

Pesel 27

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
w€wenang khusus sebagai penyidik untuk melalnrkan penyidikan tindak pidana atas

l0il



pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain Pejabat Penyidik Umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidaua.

(2) Wewenang penyrdik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindskan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melalarkan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseoftrng tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tenangka.

d. Melalarkan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang unhrk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik Polri bahwa

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidnna dan

sela4iutrya melalui penyidik Polri mennberitahukan hal tersebut kepuda penunhrt umum,

tersan gka atau kpluargaDya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimalaud padaayat (2) pasal ini membuat Berita

Acara setiap tindalen tentang :

a. Pemeriksaan tenangka.

b. Pemasukkan rumatr.

c. Penyitaan benda

d. Pemeriksaan Suat.

e. Pemeriksaan Saksi.

f. Pemeriksaan tempat kejadian
(4) Penldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut (J6rrm, melalui penyrdik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 tatrun l98l tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XTV

KETENTUAI\T PIDANA

Pasal 2E

Setiap pengelolaan zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar

harwzalrat" infaq, sadhaqa[ hiball wasiat, waris dan kafarat diancam hukuman kurungan paling

lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupaiah)

sebagaimaua diarur dalam pasat 21 ayat (1) Undang-uudang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat.

Orang atau badan yang melakukan pengumpulan, pendisuibusian dan pendayagunaan zakat

selain daxi Badan Amil Zakat yang diatur dalarn Peraturan Daeratr ini atau orand badan

sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak

Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatas merupakan pelanggaran.

(t)

ll



BAB XV

KETENTUAI\I PERALIHAN

Pesal 29

Selarrbat - lambatuya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka setiap

organisasi pengelolah Zakat,Infaq dan Shadaqah yang telah ada, wajib menyesuaikan menrrut

ketentuau Peratutan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAI\I PEIYUTT,'P

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatru dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelalaanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetrapkan di Buol
padatanggal 15 Juni

KABUPATEN

MACHMTJD BACIJLU

LEMBARAN DAERAH KABTTPATEN BUOL

TAHT'N 2fi}9 NOMORO3

t2


